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Abstract. Village-Owned Enterprises (BUMDes) are a strategic instrument in promoting village economic
independence and increasing Village Original Income (PAD). However, in practice, BUMDes management still
faces various governance issues, particularly related to human resource capacity, business innovation, and public
accountability and trust. This study aims to analyze the acceleration of BUMDes governance from a Reinventing
Government perspective through a comparative study between BUMDes in rural and urban areas. This study uses
a qualitative method with a descriptive-comparative approach. Data collection techniques are carried out through
in-depth interviews, observation, and documentation. The research locations include BUMDes in Paan Leleng
Village, Kota Komba Utara District, East Manggarai Regency as a representative of rural villages, and BUMDes
in Golo Bilas Village, Komodo District, West Manggarai Regency as a representative of urban villages. The
research results indicate that the implementation of Reinventing Government principles in the governance of
Village-Owned Enterprises (BUMDes) in both villages has been successful, but not yet optimal. The BUMDes in
Golo Bilas Village has advantages in market access, business potential, and innovation, but still faces challenges
in accountability and public trust. Meanwhile, the BUMDes in Paan Leleng Village demonstrates strong
community participation and social values, but is hampered by limited human resources, technology, and business
diversification. Accelerating BUMDes governance requires institutional strengthening, increased managerial
capacity, business innovation, and the implementation of governance that is oriented towards results and
community needs.
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Abstrak. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen strategis dalam mendorong kemandirian
ekonomi desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Namun, dalam praktiknya, pengelolaan BUMDes
masih menghadapi berbagai persoalan tata kelola, terutama terkait kapasitas sumber daya manusia, inovasi usaha,
serta akuntabilitas dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akselerasi tata kelola
BUMDes dalam perspektif Reinventing Government melalui studi komparatif antara BUMDes di wilayah
pedesaan dan perkotaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Lokasi
penelitian meliputi BUMDes di Desa Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba Utara, Kabupaten Manggarai Timur
sebagai representasi desa pedesaan, dan BUMDes di Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten
Manggarai Barat sebagai representasi desa perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-
prinsip Reinventing Government dalam tata kelola BUMDes di kedua desa telah berjalan, namun belum optimal.
BUMDes di Desa Golo Bilas memiliki keunggulan pada akses pasar, potensi usaha, dan inovasi, namun masih
menghadapi tantangan dalam aspek akuntabilitas dan kepercayaan publik. Sementara itu, BUMDes di Desa Paan
Leleng menunjukkan kuatnya partisipasi masyarakat dan nilai sosial, namun terkendala oleh keterbatasan sumber
daya manusia, teknologi, dan diversifikasi usaha. Akselerasi tata kelola BUMDes memerlukan penguatan
kelembagaan, peningkatan kapasitas pengelola, inovasi usaha, serta penerapan tata kelola yang berorientasi pada
hasil dan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: BUMDes; Desa Pedesaan; Desa Perkotaan; Reinventing Government; Tata Kelola.
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1. LATAR BELAKANG

Reinventing Government merupakan paradigma reformasi tata kelola pemerintahan yang
menekankan inovasi, efisiensi, efektivitas, dan orientasi hasil dalam pelayanan publik dengan
mengadopsi prinsip-prinsip kewirausahaan, desentralisasi, pemberdayaan masyarakat, dan
pendekatan manajerial modern. Konsep ini lahir sebagai respons atas kelemahan birokrasi
konvensional yang kaku dan kurang responsif, serta bertujuan membentuk pemerintahan yang
profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Indonesia,
prinsip Reinventing Government relevan diterapkan melalui pengembangan Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal dan reformasi
pelayanan publik di tingkat desa. BUMDes diposisikan sebagai wadah pengelolaan aset dan
potensi desa secara mandiri, kreatif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Dengan demikian, penerapan Reinventing Government pada BUMDes tidak
semata berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi pada penguatan kapasitas desa,
peningkatan kualitas layanan, serta pembangunan ekonomi berbasis komunitas.

Dari segi kehidupan sosial, pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan
dapat membantu mewujudkan kembali demokrasi sosial di daerah tersebut melalui peningkatan
kesadaran masyarakat terhadap kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara
konstruktif dan mendorong partisipasi masyarakat dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
(Yuliarti dan Oktavian, 2021).

Pemerintah menggunakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan
ekonomi dan kemandirian desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan dapat
membantu desa mengelola sumber daya lokal yang potensial, menciptakan lapangan kerja, dan
meningkatkan PAD. Banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia masih gagal
beroperasi secara efektif dalam praktiknya. Banyak BUMDes tidak berjalan sesuai harapan dan
belum memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat desa karena berbagai
hambatan yang masih sering ditemukan, seperti kurangnya sumber daya manusia, inovasi,
transparansi, dan akuntabilitas yang rendah.

Di Flores, yang merupakan sebuah pulau yang ada di Indonesia, Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) biasanya lebih fokus pada usaha pertanian. Desa-desa yang ada di Flores sering
menggunakan hasil pertanian mereka sebagai basis pengembangan usaha, seperti pengelolaan
tanaman padi, kopi, cengkeh sayur, dan pengelolahan tanaman lainnya. Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) di Flores bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan
mengurangi ketimpangan dengan daerah perkotaan. Namun disisi lain, ada kesenjangan yang

cukup nyata antara desa perkotaan dan pedesaan. Desa yang ada di pedesaan sering mengalami

472 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan — Volume 5 Nomor. 1 April 2026



e-ISSN: 2828-8483; p-ISSN: 2828-8432, Hal 471-490

keterbatasan infrastruktur, akses teknologi, modal usaha, dan sumber daya manusia yang
kompeten. Akibatnya, pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
di desa pedesaan cenderung kurang maksimal dibandingkan desa di perkotaan yang lebih maju
dan mampu bersaing secara ekonomi. Pemerintah berupaya mengatasi hal ini melalui pelatihan,
pemberdayaan, dan pemberian akses teknologi serta modal.

Kondisi geografis dan sosial-budaya yang berbeda antara desa di wilayah pedesaan dan
wilayah perkotaan menghadirkan dinamika tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
yang beragam. Desa Paan Leleng di Kecamatan Kota Komba Utara, Kabupaten Manggarai
Timur, mewakili karakteristik desa pedalaman yang masih kuat dengan nilai-nilai tradisional
dan potensi ekonomi berbasis pertanian. Sementara itu, Desa Golo Bilas di Kecamatan
Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, terletak di daerah perkotaan (Labuan Bajo), sehingga
memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi pertanian dan UMKM.

Namun demikian, kedua desa ini menghadapi tantangan berbeda dalam tata kelola
BUMDes. Desa Paan Leleng menghadapi keterbatasan dalam hal kapasitas SDM dan akses
terhadap teknologi, sedangkan Desa Golo Bilas sempat mengalami persoalan tata kelola yang
berujung pada kasus hukum, sehingga menurunkan kepercayaan publik. Hal ini
memperlihatkan bahwa tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak cukup hanya
mengandalkan regulasi dan pendanaan, tetapi juga perlu akselerasi dari sisi inovasi manajemen,
digitalisasi, serta penguatan nilai-nilai good governance.

Oleh karena itu, kajian ini penting dilakukan untuk membandingkan praktik tata kelola
BUMDes di dua desa dengan karakteristik berbeda, dalam perspektif Reinventing Government.
Studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-
faktor yang memengaruhi efektivitas tata kelola BUMDes, serta merumuskan strategi
akselerasi yang kontekstual dan aplikatif di wilayah pedesaan maupun perkotaan.

Dari berbagai penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Engkus et al., (2021),
penelitian di Desa Lumbungsari, Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis menunjukkan
bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Jaya telah berkembang melalui pendirian
kios desa sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih
menghadapi hambatan seperti keterbatasan modal, jumlah personel yang sedikit, serta
kurangnya kompetensi pengelola Badan Usaha Milik desa (BUMDes), sehingga manfaatnya
belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa peran Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pembangunan ekonomi desa belum sepenuhnya optimal
karena keterbatasan kapasitas dan lemahnya manajemen usaha. Selanjutnya, penelitian

Samosir et al., (2025), tentang Tata Kelola Kolaboratif dalam Pembangunan Ekonomi Lokal
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(Studi Kasus BUMDes Guwosari Maju Sejahtera) menemukan bahwa praktik tata kelola
kolaboratif antara pemerintah desa, masyarakat, dan pelaku usaha telah mampu menciptakan
sinergi yang baik dalam meningkatkan kegiatan ekonomi lokal. Meskipun demikian, hasil
penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa visi dan misi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
belum terformalisasi secara jelas, manajemen keuangan belum tertata dengan baik, dan belum
ada sistem pembelajaran organisasi yang mendukung inovasi secara berkelanjutan. Temuan ini
menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih
sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan efektivitas koordinasi antaraktor.
Sementara itu, penelitian oleh Hidayat, (2023) pada BUMDes Ngudi Raharjo di Desa
Girikulon, Kabupaten Magelang menegaskan bahwa walaupun Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) telah berkontribusi terhadap peningkatan PAD, pengelolaannya belum berjalan
maksimal. Hambatan yang ditemukan meliputi rendahnya tingkat pendidikan pengelola,
terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, serta lemahnya sistem pengawasan internal.
Kondisi tersebut menyebabkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum mampu
memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara
menyeluruh.

Dari ketiga penelitian tersebut dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian yang
cukup jelas. Pertama, sebagian besar penelitian masih menggunakan pendekatan good
governance dan collaborative governance dalam melihat tata kelola Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes), namun belum banyak yang mengaitkannya dengan teori Reinventing Government
yang menekankan pada inovasi, efisiensi, orientasi hasil, kewirausahaan publik, serta peran
aktif masyarakat dalam proses pengelolaan. Kedua, penelitian-penelitian terdahulu bersifat
studi kasus tunggal dan belum melakukan perbandingan antara Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) di wilayah pedesaan dan perkotaan. Padahal, kedua tipe wilayah tersebut memiliki
karakter sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang berbeda, sehingga strategi tata kelolanya pun
perlu disesuaikan dengan konteks lokal masing-masing. Ketiga, sebagian besar penelitian lebih
banyak menyoroti hasil atau output Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sedangkan proses
internal tata kelola seperti sistem manajemen, kepemimpinan, inovasi usaha, serta kapasitas
pengelola masih jarang dikaji secara mendalam.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi yang kuat untuk dilakukan. Melalui
pendekatan Reinventing Government, penelitian ini berupaya menghadirkan model tata kelola
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak hanya menekankan prinsip transparansi dan
akuntabilitas, tetapi juga mendorong inovasi, efisiensi, dan orientasi hasil. Pendekatan ini akan

diterapkan secara komparatif antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah pedesaan

474 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan — Volume 5 Nomor. 1 April 2026



e-ISSN: 2828-8483; p-ISSN: 2828-8432, Hal 471-490

yang berada di Desa Paan Leleng dan perkotaan yang berada di Desa Golo Bilas, sehingga
dapat menggambarkan secara lebih konkret perbedaan tantangan, strategi, serta efektivitas tata
kelola di dua konteks yang berbeda.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (novelty) baik secara teoritis
maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperluas penerapan konsep Reinventing
Government ke dalam konteks tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai bentuk
inovasi dalam administrasi publik di tingkat desa. Secara praktis, penelitian ini memberikan
kontribusi nyata bagi pemerintah desa dan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
dalam merancang strategi pengelolaan yang lebih profesional, transparan, partisipatif, dan

berorientasi hasil.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang
bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial terkait akselerasi tata kelola
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam perspektif Reinventing Government. Pendekatan
kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah realitas secara alamiah dengan
menekankan makna, proses, serta konteks sosial, di mana peneliti berperan sebagai instrumen
utama. Data dikumpulkan secara langsung dari lapangan untuk menggambarkan kondisi
faktual, pandangan, serta dinamika tata kelola BUMDes di wilayah pedesaan dan perkotaan
secara komprehensif (Sugiyono (2023).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang
dipilih secara purposive, yaitu kepala desa, pengelola BUMDes, karyawan BUMDes, dan
masyarakat yang terlibat atau merasakan langsung layanan BUMDes. Sementara itu, data
sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, arsip,
serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian ini dilaksanakan di BUMDes Desa
Paan Leleng (Kabupaten Manggarai Timur) dan BUMDes Desa Golo Bilas (Kabupaten
Manggarai Barat), yang dipilih karena mewakili karakteristik BUMDes pedesaan dan
perkotaan (Sugiyono (2023).

Analisis data dilakukan secara induktif menggunakan model interaktif Miles dan
Huberman, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Keabsahan data dijamin melalui penerapan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, dengan
membandingkan data dari berbagai informan serta menggunakan beragam teknik pengumpulan

data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses verifikasi dilakukan secara



Akselerasi Tata Kelola BUMDes dalam Perspektif Reinventing Government
(Study Komparatif antara BUMDes Pedesaan dan Perkotaan)

berkelanjutan selama penelitian berlangsung guna memastikan kredibilitas dan ketepatan
temuan, sehingga kesimpulan yang dihasilkan mampu menjawab rumusan masalah penelitian
secara ilmiah dan kontekstual (Miles & Huberman, 2014; Qomaruddin, 2024).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Akselerasi Tata Kelola BUMDes dalam Perspektif Reinventing Government (Studi
Komparatif antara BUMDes Pedesaan dan Perkotaan)

BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh modalnya bersumber dari desa sebagai
bentuk partisipasi masyarakat dan berdiri di luar struktur organisasi pemerintah desa. Penelitian
ini mengkaji akselerasi tata kelola BUMDes dalam perspektif Reinventing Government melalui
studi komparatif antara BUMDes pedesaan (Desa Paan Leleng) dan BUMDes perkotaan (Desa
Golo Bilas). Fokus kajian diarahkan pada proses pendirian, pengelolaan, partisipasi
masyarakat, transparansi, serta kesiapan kelembagaan dalam mendorong pembangunan
ekonomi desa yang berkelanjutan.

Di Desa Paan Leleng, proses pendirian BUMDes dilakukan melalui musyawarah desa
dengan memanfaatkan dana ketahanan pangan sebesar 20 persen sebagai modal awal usaha
hortikultura. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Desa Paan Leleng, Ibu Yuliana Salestin, yang
menyatakan: “Proses pendiriannya berawal dengan melakukan musyawarah bersama... hasil
dari diskusi tersebut adalah menetapkan bahwa desa perlu untuk membentuk BUMDes agar
memperkuat ketahanan ekonomi-ekonomi masyarakat, terutama di bagian sektor pertanian.”
Dukungan pemerintah desa juga terlihat dari penyediaan anggaran dan pendampingan awal,
meskipun kontribusi ekonomi BUMDes masih berada pada tahap perintisan, sebagaimana
disampaikan bahwa “BUMDes Desa Paan Leleng terhadap pembangunan ekonomi desa masih
pada tahap perintisan.”

Dari sisi tata kelola internal, Ketua BUMDes Desa Paan Leleng menekankan
pengambilan keputusan secara terbuka dan kolaboratif. Herdianus Ngo menyatakan: “Saya
sebagai direktur BUMDes maupun seluruh anggota pengurus BUMDes selalu berbicara dan
berdiskusi secara terbuka selama proses pengambilan keputusan.” Prinsip transparansi dan
akuntabilitas juga ditegaskan dalam pengelolaan keuangan, di mana “pendamping desa,
masyarakat, dan stakeholder terus dilibatkan untuk memastikan semua pihak mengetahui
bagaimana dana digunakan.” Namun demikian, partisipasi masyarakat masih dominan pada
tahap musyawarah dan belum sepenuhnya terlibat dalam operasional, meskipun masyarakat
mengakui manfaat BUMDes, seperti disampaikan oleh Ibu Restin Sima: “BUMDes sangat

bermanfaat bagi masyarakat, terutama karena membantu menyediakan kebutuhan pertanian.”
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Sementara itu, BUMDes Desa Golo Bilas menunjukkan tingkat kesiapan kelembagaan
yang lebih matang. Kepala Desa Golo Bilas, Ahmad Radit, menjelaskan bahwa “BUMDes
Desa Golo Bilas didirikan karena pemerintah desa menyadari bahwa daerah perkotaan
membutuhkan lembaga ekonomi yang dikelola secara profesional.” Fokus usaha diarahkan
pada sektor pertanian padi yang telah menunjukkan hasil panen nyata. Tata kelola BUMDes
didukung regulasi desa, struktur organisasi yang jelas, serta pendamping desa sebagai
pengawas, sehingga “BUMDes tidak bekerja sendiri.”

Dari perspektif partisipasi dan keberlanjutan, BUMDes Desa Golo Bilas melibatkan
masyarakat secara aktif sejak perencanaan hingga evaluasi. Ketua BUMDes menegaskan
bahwa “setiap keputusan yang diambil oleh pengurus BUMDes tidak dilakukan secara
sepihak, tetapi melalui kesepakatan bersama.” Transparansi diterapkan melalui RAB dan
keterbukaan informasi, sementara karyawan dan masyarakat juga memahami peran dan
manfaat BUMDes, sebagaimana disampaikan bahwa “kami sebagai masyarakat sudah
mengetahui keberadaan BUMDes, karena awal berdirinya BUMDes itu dilakukan
musyawarah bersama.” Temuan ini menunjukkan bahwa BUMDes perkotaan lebih mampu
mengakselerasi prinsip Reinventing Government dibandingkan BUMDes pedesaan, terutama
dari aspek profesionalisme, partisipasi, dan orientasi hasil.

Faktor Penghambat dan Pendorong Tata Kelola BUMDes dalam Perspektif Reinventing
Governemnt (Studi Komparaif antara BUMDes Pedesaan dan Perkotaan)

Dalam penerapan BUMDes terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam proses tata
kelola BUMDes. Dalam penelitian ini BUMDes di desa Paan Leleng di dalam kegiatannya
terdapat beberapa faktor penghambat seperti belum ada peserta pelaksanaan. Hal ini di dukung
dari hasil wawancara bersama ibu Yuliana Salestin selaku kepala Desa Paan Leleng. Yang
mengatakan bahwa

“Yang pertama dalam proses pendiriannya itu tentunya ada banyak tuntutan dan juga
hambatan, itu pengalaman-pengalaman yang saya rasakan selama ini contohnya sampai hari
ini kami belum ada peserta pelaksanaan, itu di bulan Desember ini juga ada penekanan bahwa
pertenggahan atau di tanggal 15 itu semua harus proses pelaksanaan BUMDes itu harus
dilaksankan. Dan juga merupakan hambatan kecil bagi saya karena ada pergantian pengurus
baru- baru ini sehingga itu merupakan hambatan bagi saya”.

Selain itu seperti dalam hal mengenai dinamika pengelolaan BUMDes, peneliti juga
bertanya berbagai tantangan yang muncul, khususnya yang berkaitan dengan upaya dalam

meningkatkan suatu inovasi dan daya saing usaha. Pernyataan ini didukung dengan hasil
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wawancara bersama bapak Herdianus Ngo selaku ketua BUMDes desa Paan Leleng. Yang
mengatakan bahwa

“Selama ini, kami menghadapi masalah yang nyata dan cukup sulit. Salah satu
tantangan terbesar adalah fakta bahwa banyak orang belum memahami bagaimana sistem
BUMDes beroperasi, termasuk prosedur pengelolaan usaha dan keuangan. Kondisi ini sering
menyulitkan proses sosialisasi dan implementasi program. Karena itu, keterlibatan
masyarakat sangat penting dalam setiap tahapan pengelolaan BUMDes. Dengan
berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik, masalah dapat dikurangi sehingga pengelolaan
BUMDes dapat berjalan lebih lancar dan tujuan pembangunan ekonomi desa dapat dicapai
secara bersama-sama”.

Selanjutnya untuk mengetahui kendala yang sering dihadapi dalam proses pengelolahan
usaha, peneliti menanyakan kepada informan mengenai tantangan utama yang muncul selama
aktivitas operasional BUMDes desa Paan Leleng. Pernyataan ini didukung dengan hasil
wawancara bersama bapak Gregorius Tanggajawa selaku karyawan BUMDes desa Paan
Leleng. Yang mengatakan bahwa

“Dalam proses pengelolaan lahan hortikultura, masalah terbesar yang kami hadapi
adalah kondisi iklim yang sering tidak menentu, yang berdampak pada operasi. Kedua, kami
mempertimbangkan apakah hasil pengelolaan dapat menghasilkan nilai jual yang sebanding
dengan usaha’ dan biaya.

Untuk memahami sejauh mana layanan BUMDes dapat di akses dan di manfatkan oleh
masyarakat desa Paan leleng, peneliti menelaah berbagai hambatan yang mungkin dirasakan
masyarskat desa Paan Leleng. Pernyataan ini didukung dengan hasil wawancara bersama ibu
Restin Sima selaku masyarakat desa Paan Leleng. Yang mengatakan bahwa

“Terkait kendala tentu saja ada, karena dalam proses menggunakan layanan BUMDes
terkadang hal-hal tidak berjalan dengan lancar. Pelayanan yang diberikan kadang-kadang
tidak konsisten, tetapi kami sebagai masyarakat sangat mendukung. Misalnya, waktu
pelayanan tidak selalu konsisten setiap hari, sehingga kami harus menyesuaikannya dengan
kegiatan di rumah atau di kebun. Selain itu, BUMDes tidak dapat memenuhi semua kebutuhan
masyarakat dengan cepat, sehingga kami kadang-kadang harus menunggu lebih lama dari
yang diharapkan. Tetap saja, kami ingin BUMDes berkembang agar manfaatnya lebih
dirasakan.”

Selanjutnya begitu pun dengan Desa Golo Bilas (Desa di wilayah perkotaan). Agar
memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika operasional BUMDes,

peneliti turut mengidentifikasi berbagai bentuk tantagan yang muncul sepanjang proses
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pengelolahannya. Pernyataan ini didukung dengan hasil wawancara bersama bapak Ahmad
Radit selaku kepala Desa Golo Bilas. Mengatakan bahwa

“Mungkin selama ini sejak mulai dari penyuntikan dana dari desa ke pengurus BUMDes
itu berjalan aman, lalu dari pihak BUMDesnya itu melakukan pengadaan barang dan jasa
sesuai dengan rab, dan mereka mengeksekusi usaha sesuai dengan kemampuan dan bidang
yang dijalankan, bhakan sampai hari pengelolahan usaha BUMDes sudah masuk ke masa
panen, dan itu juga bagian dari proses yang penuh tantagan. Jadi berkaitan dengan kendala
tentunya pasti ada, tapi sejauh ini tentu masih bisa diatasi dan tidak sampai menimbulkan hal
yang fatal”.

Selain itu Dalam upaya memahami dinamika pengelolahan BUMDes desa Golo Bilas
khususnya berkaitan dengan inovasi dan daya saing usaha, peneliti menanyakan tantangan
utama selama proses operasional. Pernyataan ini didukung dengan hasil wawancara bersama
ibu Editrudis Orsah selaku ketua BUMDes desa Golo Bilas. Yang mengatakan bahwa

“Berkaitan dengan tantangan seperti kemarin bergerak di bidang pertanian terlebih
khusus ditanaman padi tentu tantagan yang kita hadapi itu pertama kemarin itu bhakan sudah
turun ahlinya yaitu terkait pengendalian hama, sehingga mungkin dengan turunya para ahli
di bidang pengendalian hama itu dengan begitu masalah hama tersebut dapat di atasi dan
alhamdullilah kemarin kita sudah menjalankan panen raya dan tentu berkaitan dengan
kendala tentu pastinya ada terlebih khusus dengan adanya hama. Jadi seperti itu
tantangannya’”.

Selain itu, dalam upaya memahami bagimana pengelolahan BUMDes berjalan di tingkat
lapangan, peneliti juga menanyakan hambatan-hambatan nyata yang muncul selama
pelaksanaan kegiatan usaha. Pernyataan ini didukung dengan hasil wawancara bersama bapak
Fabianus Jaigani selaku karyawan BUMDes desa Golo Bilas. Yang mengatakan bahwa

“Kalau untuk kendala ada, contohnya saat memasuki masa pembersihan, kami sebagai
pengurus BUMDes merencanakan 20 orang untuk pencabutan rumput, tetapi yang dapat
mungkin hanya 10 orang, jadinya tidak sesuai dengan harapan tentu itu adalah sebuah
kendala yang seharusnya dalam target mereka pekerjaannya dapat diselesaikan dalam satu
hari karena kurang anggota jadinya bisa saja diselesaikan dalam 2 hari tentu itu juga adalah
sebuah kendala”.

Untuk memahami sejauh mana layanan BUMDes dapat di akses dan di manfatkan oleh
masyarakat desa Golo Bilas, peneliti menelaah berbagai hambatan yang mungkin dirasakan
masyarskat desa Golo Bilas. Pernyataan ini didukung dengan hasil wawancara bersama ibu

Paulus Fian Gandi selaku masyarakat desa Golo Bilas. Yang mengatakan bahwa
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“Tentu saja dalam pelaksanaan BUMDes selalu ada kendala. Namanya juga usaha pasti
ada tantangan, kami sebagai masyarakat tentu memiliki harapan dan keinginan masing-
masing. Namun BUMDes adalah sebuah lembaga yang memilik aturan dan mekanisme
tersendiri, sehingga tidak semua keinginan masyarakat bisa langsung diakomodasi. Wajar jika
ada masyarakat yang merasa belum sepenuhnya puas karena proses pengelolahan harus tetap
mengikuti aturan yang berlaku.

Pembahasan

Dalam pembahasan ini merupakan hasil dari analisis data dan fakta yang di dapat
dilapangan serta dengan teori yang di gunakan, berdasarkan hasil dari penelitian tentang
akselerasi tata kelola BUMDes dalam perspektif reinventing government (studi komparatif
antara BUMDes pedesaan dan perkotaan)

Tata Kelola BUMDes Dalam Perspektif Reinventing Government

Teori Reinventing Government yang di kemukakan oleh Osborne dan Gaebler
merupakan pendekatan modern terhadap tata kelola organisasi publik yang bertujuan
merombak paradikma birokrasi tradisional menjadi lebih inovatif, efisien, adaptif, dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Model ini mendorong lembaga publik termasuk
BUMDes sebagai institusi ekonomi desa, untuk bertransformasi menjadi organisasi yang tidak
hanya menjalankan fungsi administratif tetapi juga mampu berperan sebagai motor pengerak
pembangunan ekonomi lokal.

Pemerintahan Katalis

Prinsip pemerintahan katalis dalam kerangka Reinventing Government menekankan
peran pemerintah sebagai pengarah dan fasilitator, bukan pelaksana operasional usaha. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa di Desa Paan Leleng dan Desa Golo Bilas
telah berperan sebagai katalis melalui musyawarah desa, pembentukan regulasi, dan
penyediaan modal awal bagi BUMDes. Namun, di Desa Paan Leleng pemerintah desa masih
cukup dominan pada tahap awal pendirian karena BUMDes yang relatif baru, sehingga prinsip
katalis belum sepenuhnya optimal. Sebaliknya, di Desa Golo Bilas peran pemerintah desa lebih
terstruktur sebagai pengarah dan pengawas, sementara operasional sepenuhnya dikelola oleh
pengurus BUMDes, mencerminkan penerapan prinsip pemerintahan katalis yang lebih matang.
Pemerintahan Milik Masyarakat

Prinsip pemerintahan milik masyarakat dalam kerangka Reinventing Government
menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam pengelolaan layanan publik, termasuk
BUMDes, melalui keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa BUMDes di kedua desa dibentuk melalui musyawarah desa yang
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melibatkan masyarakat, namun tingkat partisipasinya berbeda. Di Desa Paan Leleng,
partisipasi masyarakat masih bersifat konsultatif dan terbatas pada tahap perencanaan,
sedangkan di Desa Golo Bilas keterlibatan masyarakat lebih kuat dan berkelanjutan hingga
tahap pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kapasitas
sosial dan karakteristik wilayah memengaruhi tingkat pemberdayaan masyarakat, sehingga
diperlukan penguatan partisipasi di wilayah pedesaan agar pengelolaan BUMDes lebih
partisipatif dan berkelanjutan.
Pemerintahan Yang Kompetitif

Dalam kerangka Reinventing Government, prinsip pemerintahan kompetitif menuntut
BUMDes meningkatkan kinerja dan kualitas layanan melalui inovasi dan pembelajaran dari
praktik terbaik, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip ini belum diterapkan secara
optimal di kedua desa. BUMDes Desa Golo Bilas mulai menunjukkan kesadaran akan
pentingnya daya saing melalui rencana kerja sama dan studi banding, sementara BUMDes Desa
Paan Leleng masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar dan belum terdorong
membangun strategi persaingan yang jelas.
Pemerintahan Yang di Gerakan Oleh Misi

Prinsip pemerintahan yang digerakkan oleh misi dalam kerangka Reinventing
Government menekankan bahwa organisasi publik harus berorientasi pada tujuan strategis
yang jelas, bukan sekadar pada prosedur administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
BUMDes di kedua desa memiliki misi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
pemanfaatan potensi lokal, yang tercermin pada pemilihan jenis usaha. BUMDes Desa Paan
Leleng memfokuskan diri pada pengembangan hortikultura sebagai potensi unggulan desa,
namun keterbatasan kapasitas manajerial menyebabkan implementasi misi belum optimal.
Sebaliknya, BUMDes Desa Golo Bilas menunjukkan kejelasan misi yang lebih kuat melalui
pengelolaan usaha pertanian padi yang terarah dan berorientasi pada ketahanan pangan serta
kesejahteraan masyarakat jangka panjang.
Pemerintahan yang berorientasi Hasil

Prinsip pemerintahan yang berorientasi hasil dalam kerangka Reinventing Government
menekankan bahwa keberhasilan organisasi publik diukur dari capaian output dan manfaat
nyata bagi masyarakat, bukan sekadar kepatuhan prosedural. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa BUMDes Desa Paan Leleng masih berfokus pada tahap persiapan kelembagaan dan
perencanaan usaha sehingga dampak ekonomi yang dihasilkan belum optimal. Sebaliknya,
BUMDes Desa Golo Bilas telah memasuki fase produksi dan panen, sehingga mampu

menghasilkan pendapatan serta memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan
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ketahanan pangan masyarakat. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa BUMDes di wilayah
perkotaan cenderung lebih berorientasi pada hasil dibandingkan BUMDes di wilayah
pedesaan, yang dipengaruhi oleh kesiapan kelembagaan, akses sumber daya, dan kapasitas
manajerial.
Pemerintahan berorientasi pada pelanggan

Dalam kerangka Reinventing Government, prinsip pemerintahan berorientasi pada
pelanggan menuntut BUMDes untuk merespons kebutuhan masyarakat secara adaptif dan
berfokus pada kualitas layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Desa Paan
Leleng dan Desa Golo Bilas telah menyesuaikan jenis usaha dengan kebutuhan masyarakat,
namun kualitas dan konsistensi layanan berbeda. BUMDes Desa Paan Leleng masih
menghadapi kendala ketersediaan dan kontinuitas layanan, sementara BUMDes Desa Golo
Bilas menunjukkan pelayanan yang lebih terorganisir dan stabil. Temuan ini menegaskan
perlunya penguatan sistem operasional dan manajemen layanan agar prinsip customer-driven
government dapat diterapkan secara lebih optimal.
Pemerintahan Wirausaha

Dalam kerangka Reinventing Government, prinsip pemerintahan wirausaha menuntut
BUMDes mengelola sumber daya secara efisien, inovatif, dan berorientasi pada penciptaan
nilai ekonomi yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Desa Paan
Leleng masih bergantung pada dana desa dan menjalankan usaha secara konservatif, sehingga
tingkat kewirausahaannya belum optimal. Sebaliknya, BUMDes Desa Golo Bilas mulai
menunjukkan karakter kewirausahaan melalui inovasi, pengembangan unit usaha, dan
perluasan jaringan kerja sama. Perbedaan ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas
manajerial, inovasi, dan kemandirian usaha agar prinsip pemerintahan wirausaha dapat
diterapkan secara lebih optimal.
Pemerintahan Antisipatif

Dalam kerangka Reinventing Government, prinsip pemerintahan antisipatif menekankan
kemampuan pemerintah dan BUMDes dalam memprediksi serta memitigasi risiko melalui
perencanaan jangka panjang dan kesiapan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
BUMDes Desa Paan Leleng masih bersifat reaktif terhadap risiko iklim dan produksi karena
belum didukung strategi mitigasi yang memadai. Sebaliknya, BUMDes Desa Golo Bilas
menerapkan pendekatan antisipatif yang lebih baik melalui pendampingan teknis, keterlibatan
tenaga ahli, dan pengawasan berkelanjutan. Perbedaan ini menunjukkan pentingnya penguatan
kapasitas kelembagaan, perencanaan jangka panjang, dan dukungan teknis untuk

meningkatkan keberlanjutan BUMDes di wilayah pedesaan.
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Pemerintahan Desentraliasi
Prinsip pemerintahan desentralisasi dalam kerangka Reinventing Government
menekankan pelimpahan kewenangan kepada lembaga yang lebih dekat dengan masyarakat
agar pengambilan keputusan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa BUMDes di kedua desa dikelola secara mandiri oleh pengurus yang
terpisah dari struktur pemerintah desa, mencerminkan komitmen terhadap prinsip
desentralisasi. Namun, penerapannya lebih optimal di Desa Golo Bilas yang memiliki
pembagian tugas dan wewenang yang jelas, sementara di Desa Paan Leleng struktur organisasi
masih dalam tahap penyesuaian sehingga ketergantungan pada pemerintah desa relatif lebih
tinggi.
Pemerintahan Berorientasi Pada Mekanisme Pasar
Dalam kerangka Reinventing Government, pemanfaatan mekanisme pasar menuntut
BUMDes menyesuaikan jenis usaha dengan harga, preferensi konsumen, serta dinamika
permintaan dan penawaran guna menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Desa Paan Leleng masih menghadapi keterbatasan
akses pasar dan strategi pemasaran, sedangkan BUMDes Desa Golo Bilas memiliki peluang
lebih besar memanfaatkan mekanisme pasar secara efektif berkat akses pasar dan kedekatan
dengan pusat ekonomi perkotaan.
Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
a. Transparansi
Dari aspek transparansi, tata kelola BUMDes di Desa Paan Leleng dan Desa Golo
Bilas diwujudkan melalui forum musyawarah desa sebagai sarana utama penyampaian
informasi terkait pendirian, rencana usaha, dan penggunaan dana. Namun, transparansi di
Desa Paan Leleng masih bersifat sederhana dan belum terdokumentasi secara sistematis,
sedangkan di Desa Golo Bilas telah didukung mekanisme administratif yang tertata,
sehingga penerapan transparansi dinilai lebih kuat dan berkelanjutan.
b. Akuntabilitas
Dari aspek akuntabilitas, pengelolaan BUMDes menuntut pertanggungjawaban
administratif, finansial, dan sosial kepada masyarakat desa, di mana BUMDes Desa Paan
Leleng telah memulai pemisahan keuangan melalui rekening resmi namun masih didukung
sistem pengawasan yang bersifat informal, sementara BUMDes Desa Golo Bilas
menunjukkan akuntabilitas yang lebih kuat melalui pendampingan desa dan mekanisme
pengawasan yang terstruktur. Dari sisi partisipasi masyarakat, kedua desa menerapkan

musyawarah desa sebagai wadah keterlibatan publik, namun partisipasi di Desa Paan
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Leleng masih terbatas pada tahap perencanaan, sedangkan di Desa Golo Bilas masyarakat
berperan lebih aktif hingga pada evaluasi dan pengawasan sosial, yang mencerminkan
tingkat partisipasi dan rasa memiliki yang lebih tinggi terhadap BUMDes.

Partisipasi masyarakat

Dalam aspek partisipasi masyarakat, teori tata kelola badan usaha milik desa
(BUMDes) menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan usaha desa. Partisipasi yang kuat mencerminkan adanya
rasa memiliki (sense of ownership) masyarakat terhadap badan usaha milik desa
(BUMDes), yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan usaha.

Dalam penelitian yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di kedua desa
diwujudkan melalui mekanisme musyawarah desa. Di desa Paan Leleng, partisipasi
masyarakat masih cenderung terbatas pada tahap perencanaan dan pemberian masukan.
Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan operasional usaha masih relatif rendah,
sehingga peran masyarakat lebih bersifat konsultatif.

Sebaliknya, di desa Golo Bilas, partisipasi masyarakat tidak hanya terlihat dalam
pengambilan keputusan, tetapi juga dalam proses evaluasi dan pengawasan sosial terhadap
kinerja badan usaha milik desa (BUMDes). Masyarakat memiliki ruang yang lebih luas
untuk memberikan masukan dan kritik terhadap pengelolaan usaha. Perbedaan ini
menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di wilayah perkotaan lebih berkembang
dibandingkan wilayah pedesaan.

Profesionalisme Pengelolahan

Profesionalisme pengelolaan BUMDes tercermin dari kejelasan struktur organisasi,
pembagian tugas yang tegas, serta pemisahan peran antara pemerintah desa sebagai
regulator dan BUMDes sebagai entitas usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
BUMDes Desa Paan Leleng masih menghadapi keterbatasan kapasitas sumber daya
manusia dan manajerial sehingga profesionalisme belum optimal, sementara BUMDes
Desa Golo Bilas telah didukung struktur dan pendampingan yang baik sehingga
pengelolaannya lebih profesional dan konsisten.

Efektivitas dan Keberlanjutan Usaha

Dari aspek efektivitas dan keberlanjutan, tata kelola BUMDes menekankan
pemilihan unit usaha berbasis potensi lokal sebagai kunci manfaat ekonomi jangka panjang,
sebagaimana terlihat pada usaha hortikultura di Desa Paan Leleng dan pertanian padi di
Desa Golo Bilas. Namun, efektivitas pelaksanaannya berbeda, di mana BUMDes Desa

Golo Bilas telah menunjukkan dampak ekonomi nyata, sedangkan BUMDes Desa Paan
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Leleng masih pada tahap awal, sehingga kesiapan kelembagaan dan kapasitas pengelolaan
menjadi faktor penentu keberlanjutan usaha.

Tata Kelola Usaha Pemerintahan Desa

Tata kelola usaha pemerintahan desa dalam pengelolaan BUMDes di Desa Paan Leleng
dan Desa Golo Bilas menunjukkan penerapan prinsip partisipasi melalui musyawarah desa
yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis.
Kedua BUMDes dikembangkan berdasarkan potensi lokal, yaitu hortikultura di Desa Paan
Leleng dan pertanian padi di Desa Golo Bilas, yang mencerminkan prinsip efektivitas dan
efisiensi pemanfaatan sumber daya desa. Dari sisi transparansi, pengelolaan keuangan
dilakukan secara terbuka melalui musyawarah dan penyusunan RAB, meskipun kualitas
transparansi di Desa Golo Bilas dinilai lebih terstruktur dibandingkan Desa Paan Leleng yang
masih pada tahap awal. Prinsip akuntabilitas tercermin dari pembagian peran yang jelas antara
pemerintah desa sebagai pembuat kebijakan dan pengawas, serta pengurus BUMDes sebagai
pelaksana operasional, dengan tingkat pengawasan yang lebih kuat di Desa Golo Bilas.
Perbedaan kualitas tata kelola di kedua desa dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat,
kapasitas sumber daya manusia, serta faktor pendukung dan penghambat yang bersifat
kelembagaan maupun teknis.
Tata Kelola BUMDes Dalam Meningkatkan PAD

BUMDes diposisikan sebagai instrumen ekonomi desa yang bertujuan mengelola potensi
lokal secara produktif dan berkelanjutan untuk memperkuat ekonomi desa serta meningkatkan
Pendapatan Asli Desa (PAD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Paan Leleng,
BUMDes masih berada pada tahap perintisan sehingga kontribusinya terhadap PAD masih
bersifat potensial, sementara di Desa Golo Bilas BUMDes telah menghasilkan output ekonomi
yang membuka peluang kontribusi PAD secara nyata. Perbedaan ini dipengaruhi oleh tingkat
kematangan usaha, kualitas tata kelola, partisipasi masyarakat, dan profesionalisme
pengelolaan keuangan. Dengan demikian, semakin matang tata kelola dan pelaksanaan usaha
BUMDes, semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan PAD dan kemandirian
fiskal desa.
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4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Akselerasi Tata Kelola BUMDes Dalam
Perspektif Reinventing Government (Studi Komparatif Antara BUMDes Pedesaan dan
Perkotaan), maka dapat di tarik kesimpulan.

Potret badan usaha milik desa (BUMDes) di desa Paan Leleng dan Desa Golo Bilas
menunjukkan karakteristik tata kelola yang berbeda sesuai dengan konteks wilayah dan juga
tingkat perkembangan sosial-ekonomi masing-masing desa. Badan usaha milik desa
(BUMDes) di desa Paan Leleng sebagai desa di wilayah pedesaan masih berada pada tahap
pengembangan awal, dengan orientasi usaha yang bertumpu pada sektor pertanian dan
pemanfaatan sumber daya lokal. Pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) cenderung
sederhana, dan belum sepenuhnya didukung oleh kapasitas sumber daya manusia yang
memadai, serta belum optimal dalam pemanfaatan teknologi dan juga perencanaan usaha
jangka panjang. Sebaliknya, badan usaha milik desa (BUMDes) di desa Golo Bilas yang berada
di wilayah perkotaan memiliki potensi ekonomi yang lebih beragam serta akses pasar yang
lebih terbuka. Namun demikian, badan usaha milik desa (BUMDes) di desa ini sempat
menghadapi persoalan tata kelola yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat.
Perbedaan kondisi tersebut menunjukkan bahwa karakter wilayah pedesaan dan perkotaan
secara langsung memengaruhi dinamika, tantangan, dan kecepatan akselerasi tata kelola badan
usaha milik desa (BUMDes).

Di kedua desa ini, implementasi Reinventing Government dalam manajemen badan usaha
milik desa (BUMDes) belum mencapai tingkat keberhasilan yang optimal. Hasil penelitian
yang menunjukkan bahwa beberapa prinsip, seperti partisipasi masyarakat, orientasi pada misi,
dan upaya pemberdayaan masyarakat, telah diterapkan melalui mekanisme musyawarah desa
dan pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan dan pengawasan badan usaha milik desa
(BUMDes). Namun, prinsip-prinsip lain yang menjadi dasar tata kelola modern, seperti
orientasi pada hasil, inovasi usaha, profesionalisme pengelolaan, persaingan usaha. Ini
menunjukkan bahwa gagasan Reinventing Government masih digunakan secara parsial dan
belum sepenuhnya dimasukkan ke dalam operasi pengelolaan badan usaha milik desa
(BUMDes).

Proses mempercepat tata kelola badan usaha milik desa (BUMDes) di kedua desa masih
menghadapi sejumlah tantangan, baik yang berasal dari sumber daya manusia pengelola
maupun faktor eksternal. Sumber daya manusia pengelola yang terbatas, manajemen usaha
yang buruk, dan sistem keuangan dan pengawasan yang tidak dilakukan secara profesional dan

berkelanjutan adalah faktor internal yang paling menonjol. Sementara itu, faktor eksternal
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termasuk kekurangan dukungan pendampingan yang berkelanjutan dan kurangnya
kepercayaan masyarakat terhadap organisasi. Menurut gagasan Reinventing Government,
badan usaha milik desa (BUMDes) tidak dapat menjadi lebih kreatif, adaptif, dan berorientasi
pada hasil karena masalah ini.

Di kedua desa, kontribusi badan usaha milik desa (BUMDes) terhadap peningkatan PAD
masih kecil dan tidak berkelanjutan. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa badan usaha
milik desa (BUMDes) telah memberikan manfaat ekonomi bagi desa, tetapi karena kinerja unit
usaha yang tidak optimal, tingkat inovasi yang rendah, dan kurangnya sistem pengelolaan
usaha yang secara konsisten berfokus pada penciptaan nilai tambah dan hasil jangka panjang,
manfaat ekonomi badan usaha milik desa (BUMDes) belum signifikan.. Ini menunjukkan
bahwa peran badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi desa
sekaligus sebagai sumber PAD masih perlu diperkuat.

Secara keseluruhan, badan usaha milik desa (BUMDes) di desa Paan Leleng dan desa
Golo Bilas memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang jika manajemennya
dipercepat sesuai dengan prinsip Reinventing Government. Paradigma pengelolaan badan
usaha milik desa (BUMDes) harus berubah karena ekspansi ini. Paradigma sebelumnya
bergantung pada administrasi dan bergantung pada kebijakan pemerintah desa, dan sekarang
harus menjadi lembaga usaha desa yang inovatif, profesional, berpartisipasi, dan fokus pada
hasil. Badan usaha milik desa (BUMDes) dapat secara efektif meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan kemandirian ekonomi desa melalui peningkatan kapasitas pengelola,
pengembangan inovasi usaha berbasis potensi lokal, dan dukungan kolaboratif antara

pemerintah desa dan masyarakat.
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